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Pontianak,2023

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas

limpahan ralunat serta hidayah-Nya kami dapat menyusun Rencana Stratergis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2024 - 2026 dapat diselesaikan,

penyusunan Renstra ini mencakup tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakkan dan rencana

pembiayaannya.
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak disusun dalam upaya

menentukkan skaia prioritas penanganan permasalahan lingkungan hidup yang begitu tinggi

intensitas dan kompleksitas penyebab dan akar permasalahannya. Oleh karena itu Renstra

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak ini sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan mengoptimalkan segala potensi

dan sumber daya yang dimiliki berdasarkan prinsip-prinsip Good Environment dengan

indicator yang dapat diukur.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat kekurangan

oleh karena itu saran/masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dalam upaya

penyempurnaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

yang akan datang.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti amanai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan

kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah

dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah

Otonomi Baru (DOB) maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih

lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah yang

masa jabatannya berakhir Tahun 2023 wajib menyusun Dokumen Rencana

Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Secara otomatis, kepala Perangkat

Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh penjabat (Pj) kepala daerah

sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah

Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib

dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Dinas

Lingkungan Hidup Kota Pontianak, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat

indikatif.
Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menjadi pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang

disusun setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi

acuan dalam pengendalian dan ev aluasi pembangunan di Dinas Lingkungan Hidup Kota

Pontianak, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja.

Proses penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dilakukan

dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal,

penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah,

perumusan rancangan akhir, dan penetapan.
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Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib PD melakukan

penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 adalah:

1.Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan

Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom

Baru, poin KESATU c.

2.Penyelarasan terhadap klasifikasi,  kodefikasi  dan nomenklatur  program,

keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran  Klasifikasi,   Kodefikasi   dan  Nomenklatur   Perencanaan

Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

3.Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAK1P Kota Pontianak Tahun 2022.

4.Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan

hal lain yang dianggap perlu.
5.Memperhatikan situasi dan kondisi saat ini yang mengalami era globalisasi maka

antisipasi kedepan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai salah satu

organisasi Pemerintah dan Perangkat Daerah perlu terus menerus mengembangkan

dan meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat khususnya Urusan

Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya

dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini akan

menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

untuk tiga tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2024 dan 2026.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan

Hidup Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah:
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat n Tanah

Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
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Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).

3.Undang-Undang Nomor  25  Tahun 2004  tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700).
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4275).
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757).

8.Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2016 tentang Perangkat  Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).

10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeiolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
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11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6323).
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1781).
15.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak

Tahun 2008 Nomor 9 Serf E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Pontianak Nomor 73).

16.Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota

Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak

Nomor 117).

17.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).

18.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota

Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak

Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019
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tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun

2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191.

19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi, dan lnventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

20.Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas

Lingkungan Hidup Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021

Nomor 127).

21.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan

Kepaia Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

1.3.Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2024-2026 disusun

dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tahxm 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi

Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah

Otonom Bam.

Sedangkan tujuannya adaiah menyelaraskan dokumen renstra PD dengan

dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar

penyelenggaraan umsan Lingkungan Hidup berjalan sesuai koridor. Penyelarasan

dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil capaian kinerja {outcome) Renstra

PD melaiui evaluasi capaian Renja PD sampai dengan Tahun 2022, evaluasi keluaran

{output) sampai dengan Tahun 2022, isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang

berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan {stakeholders).

1.4.Sistematika Penulisan

BAB IPENDAHULUAN

BAB IIGAMBARAN PELAYANAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBDAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA

PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BABVUIPENUTUP
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2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terbentuk berdasarkan Ditetapkannya

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

dan sesuai Perwa Kota Pontianak Nomor 127 tahun 2021 tentang KEDUDUKAN,

STRUKTUR ORGANISASI,TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN

TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK terdiri dari:

1.Kepala Dinas

2.Sekretaris

3.Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur dan Kepala Sub Bagian Keuangan

4.Kepala Bidang Tata Lingkungan
5.Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

6.Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

7.Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

8.Unit Pelaksana Teknis

9.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
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TUGAS POKOK. FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang lingkungan

hidup dan kehutanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup meny elenggarakan fungsi:

a.Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

b.Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

c.Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;

d.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;

e.Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup dan

f.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan

fungsi Dinas lingkungan hidup.

KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program

kerja Dinas Lingkungan Hidup, yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan

pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas

berjalan efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a.Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

b.Perumusan rencana kerja di bidang lingkungan hidup;

c.Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;

d.Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang lingkungan hidup;

e.Penyelenggaraan perizinan di bidang lingkungan hidup;

f.Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;

g.Pelaksanaan lugas lain di bidang lingkungan hidup yang diberikan oleh Walikota.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

a.Merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan Walikota;

b.Menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

c.Mengoordinasikan kegiatan pembinaan di bidang lingkungan hidup, dengan unit kerja

terkait agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
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d.Mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup kepada

Sekretaris, Kepala Bidang berdasaikan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat

terlaksana secant efisien, efektif dan tepat waktu;

e.Memberi petunjuk kerja kepada bawahan secant lisan maupun tulisan sesuai dengan

bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

Menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan,

perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman dan

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan

efisien dan efektif;
g. Mengendalikan kegiatan-kegiatan pada Dinas mulai dari perencanaan sampai dengan

evaluasi agar program-program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah

ditetapkan;
h. Mengevaiuasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekretariat, bidang-bidang dan unit

pelaksana teknis pada Dinas dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai

dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang

dicapai;
i. Melakukan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Unit Pelaksana

Teknis, Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional dan seluruh pelaksana dalam

melaksanakan tugas baik secara preventif maupun refresif untuk menghindari terjadinya

kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

j. Melaporkan kegiatan di bidang lingkungan hidup baik secara lisan maupun tulisan

sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;

k. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai upaya pemecahan dan

penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup baik secara lisan

maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di

bidang lingkungan hidup yang diberikan oleh Walikota.

SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,

monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

a.Perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan;

b.Perumusan program kerja di bidang kesekretariatan;

c.Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;

d.Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kesekretariatan;
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e.Pembinaan teknis di bidang kesekretariatan;

Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;

g.Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan

h.Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Uraian tugas jabatan Sekretaris adalah sebagai berikut:

a.Merencanakan program kerja di bidang kesekretariatan berdasarkan sasaran dan rencana

kerja Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;

b.Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok, fungsi

masing-masing Kepala Sub Bagian agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan;

c.Memberi petunjuk kerja kepada Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional dan pelaksana

yang dilakukan secant lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan

dapat dipahami secara benar;

d.Melakukan pengawasan kepada Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional dan pelaksana

di Dinas dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk

menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

e.Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian pada

sekretariat dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang

telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

f.Membantu pimpinan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang yang

ada di Dinas sesuai dengan pelunjuk pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g.Melaksanakan tugas administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan,

berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan

perumusan kebijakan;

h.  Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

i.  Melaporkan kegiatan di bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tulisan sebagai

bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;

j.   Mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Kepala Dinas mengenai upaya

pemecahan masalah baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan

dalam pengambilan keputusan;

k.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, perencanaan dan

keuangan.
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Uraian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur adalah sebagai berikut:

a.Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur berdasarkan sasaran dan

program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana

secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik

danbenar;

c.Melakukan pengawasan dan evaluasi kepada pejabat fungsional dan pelaksana dalam

melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari

terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

d.Melaksanakan penataan kearsipan bidang kepegawaian sesuai dengan jumlah pegawai

yang ada untuk tertib administrasi;

e.Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meiiputi pengusuian pembuatan Kartu

Isteri/Suami, Kartu Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Sasaran Kerja Pegawai,

Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Tabungan dan Asuransi Pensiun, Asuransi

Kesehatan, Ujian Dinas, Pendidikan dan Pelatihan, Satya Lencana, ijin cuti,

Kesejahteraan Pegawai, Laporan Pajak Pajak Pribadi, inventarisasi penyampaian

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Usulan Formasi dan Mutasi Pegawai,

Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Evaluasi

Jabatan, Kompetensi Jabatan, Standarisasi Jabatan, Analisis Kebutuhan Pendidikan dan

Pelatihan, Pelayanan Data dan Informasi, serta Administrasi Kepegawaian Internal

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi

kepegawaian;

KEPALA SUBB AGIAN UMUM DAN APARATUR

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan

menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

a.Penyusunan rencana kerja di bidang umum dan kepegawaian;

b.Penyelenggaraan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana

keijayang telah ditetapkan;

c.Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;

d.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian;

e.Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh

Sekretaris.
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Melaksanakan administrasi umum yang berkaitan dengan keprotokolan, perlengkapan

dan rumah tangga yang meliputi keamanan, kebersihan, keindahan, penghapusan,

pengadaan dan pemeliharaan barang, alat tulis kantor, logistik, operasional kantor,

dokumentasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah

tangga dinas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub bagian umum dan aparatur agar

peiaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Menyusun rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang dan pengelolaan

rencana umum pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan pedoman dan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik yang meliputi Standar

Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat,

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan memfasilitasi pengembangan budaya kerja

sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan

tugas dapat berjalan secara efisien dan efektif;

i. Melaksanakan penataan kelembagaan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

j. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang umum dan kepegawaian

sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diajukan

kepada atasan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;

k. Melaporkan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan pedoman dan

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan pengambilan

keputusan Sekretaris;

1. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya pemecahan

masalah yang berkaitan dengan bidang tugas sub bagian umum dan aparatur baik secara

lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas Sub Bagian Umum dan Aparatur meliputi administrasi surat menyurat,

fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga, penataan kelembagaan

perangkat daerah, pelayanan data dan informasi, administrasi kepegawaian internal serta

pelayanan publik.
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Uraian Tugas Jabalan Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut:

a.Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja

tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana

secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik

danbenar;

c.Melakukan pengawasan dan evaluasi kepada pejabat fungsional dan pelaksana dalam

melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari

terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

d.Melaksanakan penataan kearsipan bidang keuangan yang ada untuk tertib administrasi;

e.Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi administrasi kelengkapan Surat

Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang,

Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang dan Surat Permintaan Pembayaran

Langsung, gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta pendapatan daerah sesuai

pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja

dapat berjalan secara efisien dan efektif,

f.Melakukan verifikasi administrasi keuangan dan pengesahan Surat Pertanggung

Jawaban sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai

bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

g.Melaksanakan pelaporan keuangan yang meliputi laporan keuangan, neraca serta

catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,

melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fiingsi:

a.Penyusunan rencana kerja di bidang keuangan;

b.Penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah

ditetapkan;

c.Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang keuangan;

d.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan;

e.Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.
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KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN

Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan

teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan

evaluasi dibidang Tata Lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup mempunyai fimgsi:

aPenyusunan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan;

b.Perumusan program kerja di bidang tata lingkungan;

c.Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang tata lingkungan;

d.Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang tata lingkungan;

e.Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang tata lingkungan;

f.Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang tata lingkungan;

g.Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata lingkungan;

h.Pengelolaan administrasi di bidang tata lingkungan;

i.  Pelaksanaan fungsi lain di bidang tata lingkungan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

h. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang keuangan sesuai dengan

pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;

i.  Melaporkan kegiatan di bidang keuangan sesuai dengan pedoman dan ketentuan

peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan

Sekretaris;

j.    Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya pemecahan

masalah yang berkaitan dengan bidang keuangan baik secara lisan maupun tulisan

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

k.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

di bidang keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas Sub Bagian Keuangan meliputi administrasi keuangan, pelaporan

keuangan, administrasi penerimaan/pendapatan, administrasi penganggaran dan pembinaan

teknis terhadap fungsional tertentu bidang keuangan.
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Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Tata Lingkungan adalah sebagai berikut:

a.Menyusun program kerja di bidang tata lingkungan berdasarkan sasaran dan program

kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;

b.Membagi tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan tugas pokok,

fungsi masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan;

c.Memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana yang dilakukan secara

lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara

benar;

d.Melakukan pengawasan kepada pejabat fungsional dan pelaksana di bidang tata

lingkungan baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya

kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

e.Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pejabat fungsional dan pelaksana

pada Bidang Tata Lingkungan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai

dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

f.Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang tata lingkungan

berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

g.Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja

dapat berjalan secara efisien dan efektif;

h.  Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas

berjalan dengan lancar;

i.  Melaporkan kegiatan di bidang tata lingkungan baik secara lisan maupun tulisan sebagai

bahan pertimbangan Kepala Dinas dalam pengambilan keputusan;

j.   Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan

masalah yang berkaitan dengan bidang tata lingkungan baik secara lisan maupun tulisan

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

bidang tata lingkungan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan meliputi perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
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KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok

merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan

teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang pengelolaan sampah dan limbah B3. Uhtuk

melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai

fungsi:

a Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan

berbahaya dan beracun;

b.Perumusan program kerja di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya

dan beracun;

c.Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sampah dan

limbah bahan berbahaya dan beracun;

d.Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang pengelolaan sampah dan limbah

bahan berbahaya dan beracun;

e.Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan

sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;

Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan

berbahaya dan beracun;

g.  Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan

berbahaya dan beracun;

h.  Pengelolaan administrasi di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya

dan beracun;

i.  Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan

beracun yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun adalah sebagai berikut:

a.Menyusun program kerja di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya

dan beracun berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan

sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;

b.Membagi tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan tugas pokok,

fungsi masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan;

c.Mcmberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana yang dilakukan secara

lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara

benar,
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d.Melakukan pengawasan kepada pejabat fungsional dan pelaksana di bidang pengelolaan

sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun baik secara preventif maupun represif

vintuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

e.Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pejabat ftingsional dan pelaksana

pada bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan

membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan

untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
f.Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan limbah

B3 berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

g.Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pengurangan sampah dan retribusi,

penanganan sampah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat

berjalan secara efisien dan efektif;

h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang pengurangan sampah dan

retribusi, penanganan sampah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas

berjalan dengan lancar;

i.  Melaporkan kegiatan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan

beracun baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas

dalam pengambilan keputusan;

j.  Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan

masalah yang berkaitan dengan bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan

berbahaya dan beracun baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan

dalam pengambilan keputusan;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diberikan

oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun

meliputi pengurangan sampah dan kemitraan, penanganan sampah dan pengelolaan limbah

bahan berbahaya dan beracun.
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KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN

T.INGKTINGAN

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas

pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan

pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan mempunyai fungsi:

a.Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan;

b.Perumusan program kerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan;

c.Peny elenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan;

d.Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan;

e.Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan;

f.Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan;

g.Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan;

h.  Pengelolaan administrasi  di bidang penge^dalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan;

i.  Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

yang diberikan oleh Kepala Oinas.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

adalah sebagai berikut:

a.Menyusun program kerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan

sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;

b.Membagi tugas kepada pejabat fungsionai dan pelaksana sesuai dengan tugas pokok,

fungsi masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan;
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c.Memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana yang dilakukan secara

lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara

benar;

d.Melakukan pengawasan kepada pejabat  fungsional dan pelaksana di bidang

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan baik secara preventif maupun

represif untuk menghindari terjadinyakesalahan dan penyimpangan dalam peiaksanaan

tugas;

e.Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pejabat fungsional dan pelaksana

pada  bidang pengendalian  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  dengan

membandingkan antara basil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan

untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

Melaksanakan tugas  pembinaan yang berkaitan dengan bidang pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan

perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g.  Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pemantauan lingkungan,

pengawasan pencemaran lingkungan dan penanggulangan kerusakan lingkungan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja

dapat berjalan secara efisien dan efektif;

h.  Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang pemantauan lingkungan,

pengawasan pencemaran lingkungan dan penanggulangan kerusakan lingkungan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan

dengan lancar;

i.  Melaporkan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas dalam

pengambilan keputusan;

j.   Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan

masalah yang berkaitan dengan bidang tata lingkungan baik secara lisan maupun tulisan

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

k.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fiingsi

bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan meliputi

pemantauan lingkungan, pengawasan pencemaran lingkungan dan penanggulangan

kerusakan lingkungan.
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KEPALA BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

LINGKUNGAN HIDUP

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai

tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan

pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok,Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a.Penyusunan kebijakan teknis di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan

hidup;
b.Perumusan program kerja di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan

hidup;
c.Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang penaatan dan peningkatan

kapasitas lingkungan hidup;
d.Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang penaatan dan peningkatan

kapasitas lingkungan hidup;
e.Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penaatan dan

peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

g.  Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan

hidup;
h.  Pengeiolaan administrasi di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan

hidup;
i.  Pelaksanaan fungsi lain di bidang penaatan dan peningkatan kapasilas lingkungan hidup

yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Hidup adalah sebagai berikut:

a.Menyusun program kerja di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan

hidup berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan

sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;

b.Membagi tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan tugas pokok,

fungsi masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan;
c.Memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana yang dilakukan secara

lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara

benar;
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d.Melakukan pengawasan kepada pejabat fungsional dan pelaksana di bidang peningkatan

kapasitas lingkungan hidup baik secara preventif maupun represif untuk menghindari

terjadinya kesaiahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

e.Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pejabat fungsional dan pelaksana

pada Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas  Lingkungan Hidup dengan

membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan

untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang penaatan dan

peningkatan kapasitas lingkungan hidup berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan

perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dan

penegakan hukum lingkungan, pembinaan lingkungan, peningkatan kapasitas

lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar

pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;

h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang penyelesaian sengketa dan

penegakan hukum lingkungan, pembinaan lingkungan, peningkatan kapasitas

lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar

pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

i. Melaporkan kegiatan di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup

baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas dalam

pengambilan keputusan;

j. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan

masalah yang berkaitan dengan bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan

hidup baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

meliputi dengan penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, pembinaan

lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
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UNIT PELAKSANA TEKNIS

a.Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau

kegiatan teknis penunjang Dinas.

b.Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaiis.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

a  Kelompok Jabatan fungsional diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan

tugas dan fungsi Jabatan Pengawas berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.

b.Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan

rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

c.Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara

langsung kepada Pejabat Administrator.

d.Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerab yang dilakukan penyetaraan dan/atau

penghapusan Jabatan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Sub

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang

dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk,

sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sub

Koordinator Jabatan Fungsi
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62

1

18

3

6

28

6

Jumlah

23

-

5

2

1

13

2

Perempuan

39

1

13

1

5

15

4

Pria

Jumlah

Total

SLTP

SLTA

Diploma IV

Diploma III

Sl/Sarjana

S2/Magister

Pendididkan

6

5

4

3

2

1

No

Berdasarkan Pendidikan

62
-

15

40

7

Jumlah

23
-

3

18

2

Perempuan

39
-

12

22

5

Pria

Jumlah

Total

1

n

111

IV

Golongan

4

3

2

1

No

2. Sumber Daya Aparatur

Kondisi sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota

Pontianak secara umum cukup baik, namun masih perlu peningkatan kapasitas dan

keahlian teknis sesuai dengan lingkup bidang tugas masing-masing unit kerja.

Berdasarkan Golonean

PERDA No. 07 Tahun 2008

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kebersihan

ERDANo. 11 Tahun 2008

Badan Lingkungan Hid

PFRDA No 11 Tahun 20

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

1. Profil Dinas Lingkungan Hidup
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2.3 Kinerja Pclayanan

Analisis kinerja pelayanan SKPD menunjukan tingkat capaian kinerja SKPD

berdasarkan sasaran/target Renstra DLH Tahun 2020-2024, mengidentifikasi permasalahan

yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Standar pelayanan Minimal (SPM).

Standar pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai

jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib

daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, dimana pelayanan dasar bidang

lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk

mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

Indikator Kinerja Sasaran:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

-^deks Kualitas Air (DCA)

-Indeks Kualitas Udara (IKU)

-Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Penvebab:

1)Masih terdapat masyarakat yang melakukan pembakaran lahan.

2)Berkurangnya lahan terbuka akibat  meningkatnya peruntukan lahan untuk

perumahan.

Solusi vans dilakukan:

1.Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menanam tanaman yang tinggi

(memiliki fungsi lindung).

2.Mewajibkan sekolah-sekolah binaan untuk menanam tanaman yang tinggi (tanaman

pelindung/ peneduh), jika sudah dilakukan agar menambahkan mengingat sekolah-

sekolah memiliki lahan yang luas

3.Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan pada lokasi-lokasi tertentu.

4.Mengoptimalkan Penghijauan dengan Melakukan Penanaman pohon.

5.Melakukan pemeliharaan terhadap Ruang Terbuka Hijau yang sudah dibangun

dengan melakukan penggantian tanaman yang mati/ rusak dengan tanaman yang

mempunyai fungsi lindung.

6.Melakukan penataan Ruang Terbuka Hijau dengan pemilihan tanamanyamempunyai

fungsi lindung.
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2. Persentase Penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah

Penvebab :

1.Meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya, menyebabkan volume timbulan

sampah juga meningkat.

2.Kesadaran masyarakat masih kurang dalam memafaatkan / mengelola sampah.

Solusi vang dilakukan:

1.Perlunya lebih digalakkan sosialisasi  kepada masyarakat  akan pentingnya

pengolahan maupun pemanfaatan sampah.

2.Perlunya lebih ditingkatkan lagi jumlah Lembaga masyarakat maupun kelompok

masyarakat yang peduli akan lingkungan.

3.Optmalisasi keberadaan bank sampah.

4.Perlunya inovasi dalam pengelolaan sampah.

3. Persentase Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha Teihadap Pengelolaan Lingkungan

Hidup

Penvebab :

1.Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan usaha agar dapat dipertahankan.

2.Pengawasan terhadap pelaku usaha agar lebih intens dilakukan.

Solusi vang dilakukan:

1.Jumlah objek yang dilakukan pengawasan agar lebih merata.

2.Jumlah objek kegiatan usaha agar lebih ditingkatkan hal ini dikarenakan mengingat

banyaknya jumlah kegiatan usaha di Kota Pontianak.
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2.4. Kelompok Sasaran Layanan

a.Mitra PD dalam pemberian pelayanan yaitu Polsek, Koramil, Dinas PUPR,

Kecamatan.

b.Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota

Pontianak yaitu Penunda Tirta Khatulistiwa
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optimal
ilmt dalam
pengelolaan
lingkungan seca
mandki.

Prilaku MasyaralcatXnxbrma5x
disampa^can ke
masyarakat
melaha sosiaksasi

Rendahnya
kesadaran dan
peran serta

asyarakatunt

dengan kuakfikasi
pendidikan yang sesuai
terbatas

SDMhh pTerbatasnya SDM
dengan kuakfikasi
pendidilran yang
sesuai dengan
jabatan fungsional

Terbatasnya SDM
Fungsional untnk
penyutuhan
kepada
masyarakat

Jumlah kepadatan penduduk
disekitar area TPA yang

Tidak dflakukan
perlnasan area
TPA

Tidak tersedianya
hias area TPA
yang ideal dalam
penglolaan sampab
untnk jar^dra
panjang

perbaikan
peralatan-

TerbatasnyaTerbatasnya
kemampuan SON^

hal teknis

C^
Akar MasalaliMasalah^tasalah PokokNo

Tabeim.l

Pemetaan Penraagalalran untuk Pencntuan Prioritas dan ^asaaan

3.1. Permasalahan Pelay anan

Pada pelaksanaan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup, terdapat beberapa

permasalahan diantaranya Permasalahan. Kendala atau hambatan dalam merealisasikan

pencapaian target meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pontianak yaitu:

1.Terbatasnya kemampuan SDM dalam hal teknis pemeliharaan dan perbaikan

peralatan.

2.Tidak tersedianya luas area TPA yang ideal dalam penglolaan sampah untuk jangka

panjang.

3.Terbatasnya SDM Fungsional untuk penyuluhan kepada masyarakat.

4.Rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat untuk ikut dalam pengelolaan

lingkungan secara mandiri..

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
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Kondisi ini akan
mengakibatkan
menurunnya kualitas
lingkungan hidup
sekitarlokasi
pembuangan akibat air
lindi yang berasal dari
proses dekomposisi
dari sampah tersebut,
selain akan merusak
estetika terhadaD

Kurang efektifnya
lembaga dalam
mengelola lingkungan

Peningkatan peran
serta masyarakat dalam
pengelolaan
lingkungan untuk
meningkatkan

Peningkatan suhu dan
polusi udara

Peningkatan ekonomi
di masyarakat

Pemerintah
mengeluarkan biaya
yang cukup besar
untuk oenanaanan

Meningkatnya Emisi
Gas Rumah Kaca

Kebijakan pemerintah
daerah akan lebih
memperhatikan
lingkungan dan
keberlanjutan

Peningkatan kualitas
lingkungan hidup Kota
Pontianak

Berdampak pada
produksi pertanian,
panasnya suhu udara,
ketidaksiapan dalam

Berpengaruh pada
kesehatan masyarakat

Daya dukung
iingkungan untuk
menoDana aktivitas

Pengaiuh

Masih adanya masyarakat yang membuang
sampah di lahan-lahan kosong dan badan air

Isu tata kelola dan kelembagaan berkaitan dengan
penguatan tata kelola lingkungan hidup terdiri atas:
(1) efektivitas tata kelola: (2) mainstreaming
perubahan iklim: (3) penegakkan hukum dan
budaya kepatuhan terhadap peraturan perundang-

Isu sosial berkaitan dengan kesejahteraan
masyarakat berbasis lingkungan hidup terdiri atas:
(1) kesehatan masyarakat dan (2) pendidikan
lingkungan.

Kurangnya Luasan Ruang Terbuka Hijau

Penerapan ekonomi circular untuk memperpanjang
siklus hidup dari suatu produk, bahan baku dan
sumber daya yana ada

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam
melakukan pengelolaan sampah secara mandiri

Produksi emisi karbon di perkotaan semakin tinggi
akibat penggunaan sarana prasarana berbahan
bakar fosil yana massif dan tidak ramah linakunaan

Adopsi target SDG's dalam kebijakan Pemerintah
daerah, Isu lingkungan berkaitan dengan kualitas
lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem
dalam pembangunan berkelanjutan, terdiri alas: (1)
ketahanan air; (2) pengelolaan sampah dan limbah
B3; (3) kerusakan lingkungan; (4) kualitas udara dan
(51 keanekaraqaman havati.

Kota Pontianak saat ini baru mendapat
penghargaan berupa Sertifikat ADIPURA sehingga
masih memerlukan kerja keras dari seluruh
steakholder dan peran serta dari seluruh lapisan
masyarakat dalam bidang pengelolaan lingkungan
hidup untuk dapat ditingkatkan sehingga layak
untuk mendapat Penaharaaan berupa Piaaam

Iklim dan cuaca yang sulit diprediksi, sehingga
menyebabkan timbuhya perubahan cuaca yang
ekstrim

Bertambahnya polusi baik air, tanah dan udara
akibat dari bertambahnya jumlah penduduk,
kendaraan dan keaiatan usaha

Pesatnya pembangunan dan pertambahan jumlah
penduduk memberikan dampak terhadap degradasi
linakunaan

Statement Isu

SarnpahKar

Isu tata kelola dan
kelembagaan berkaitan
dengan penguatan tata
kelda lingkungan hidup

Isu sosial berkaitan dengan
kesejahteraan masyarakat
berbasis lingkungan hidup

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ekonomi otrcu^^f

Kenaikan biaya Operasional
penanganan sampah

Meningkatnya emisi karbon

Isu lingkungan berkaitan
dengan kualitas lingkungan
hidup dan kelestarian fungsi
ekosistemdalam
pembangunan berkelanjutan
(SDG'S)

Penghargaan Adipura

Gbh^/ ^^rmin^

Pdusi

Degradasi kualitas
lingkungan

Judul Isu

12

11

10

3

8

7

6

5

4

3

2

1

No.

Tabel II1.2

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis
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100

42,60

84,50

55.50

63,96
(7)

2026

100

42,00

84.00

55,00

63,90
'  f6)

2025

100

41,50

83,50

54.50

63.40
'  (5)

2024

TARGET KINERJA
TUJUAN/SASARAN PADA

persentase pengelolaan
sampah

Indeks Kualitas Lahan
(IKL)

Indeks Kualitas Udara
(EKU)

Indeks Kualitas Air
(IKA)

Indeks Kualitas
Lmgkungan Hidup
(KLH)

(4)

INDIKATOR
TUJUAN/SASARAN

Meningkatnya
pengelolaan
sampah

Hidup

Meningkatnya
Kualitas

(3)

SASARAN

Terwujuduya Kota
Yang Bersih.
Berwawasan
Lingkungan.
Berkelanjutan dan
Sesuai dengan Tata
Ruang

(2)

TUJUAN

1
ft)

NO.

Tabel IV. 1

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

Tuiuan merupakan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu tertentu. Tujuan hams konsisten dan relevan dengan tugas pokok dan

fungsi organisasi yang menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang

ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak untuk periode 2024 - 2026 adalah

Terwujudnya Kota Yang Bersih, Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan Sesuai

dengan Tata Ruang. Sedangkan sasaran adalah :

1.Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

2.Meningkatnya pengelolaan sampah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator

kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagai berikul:

4.1. Tujuan dan Sasaran

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
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11.MelakukanPenyimpanan
Sementara Limbah B3

12.Melakukan Pengumpulan Limbah
B3  dalam 1 (satu)  Daerah
Kabupaten/Kota

13.Meningkatnya Pengelolaan Sampah

8.Meningkatkan kualitas dan
kuantitas       pengelolaan
sampah  dan  operasional
kebersihan

9.Mengembangkan   system
danpengelolaan
persampahan regional

10.Mendorong  peran  serta
masyarakatdalam
pengelolaan sampah sejak
dari sumbernya

Meningkatnya
pengelolaan

1.MelakukanPencegahan
Pencemaran  dan/atau  Kerusakan
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.MelakukanPcnanggulangan
Pencemaran  dan/atau  Kerusakan
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

3.Melakukan Pemulihan Pencemaran
dan/atau  Kerusakan  Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota

4.MeningkatkanPengelolaan
KeanekaragamanHayati
Kabupaten/Kota

5.Membuat   Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH) Kabupaten/Kota

6.Melakukan Penyelenggaran Kajian
Lingkungan    Hidup   Strategis
(KLHS) Kabupaten/Kota

7.Meningkatkan  Pembinaan  dan
Pengawasan   Terhadap   Usaha
dan/atau   Kegiatan  yang  Izin
Lingkungan   dan   Izin  PPLH
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

8.MelakukanPenyelenggaraan
Pendidikan,    Pelatihan,    dan
Penyuluhan  Lingkungan  Hidup
untuk Lembaga Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

9.PemberianPenghargaan
Lingkungan Hidup Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

10.PenyelesaianPengaduan
Masyarakat di Bidang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH) Kabupaten/Kota

Menerapkan sanksi terhadap
pelanggaran terhadap Perda
Pengolahan Air Limbah
PenegakanHukum
Lingkungan.

6.

1.Meningkatkan
PembangunanIP AT
Komunal  di   Kawasan
Pcrmukiman

2.Menyediakanalat
Pemulihan   Air     yang
ditempatkan   di   badan
parit/sungai

3.Meningkatkan fasilitas dan
sarana dalam pemantauan
kualitas air permukaan di
badan sungai/parit

4.Melakukan penataan Ruang
Terbuka Hijau

3. Melaksanakan    Program

Meningkatnya
Kualitas
Lingkungan
Hidup

Terwujudnya
KotaYang
Bersih,
Bcrwawasan
Lingkungan,
Berkelanjutan
danSesuai
dengan Tata
Ruang

Arah KebijakanStrategiSasaranTujuan
akan

Tabel V.I
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebi

BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
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Pengelolaan Kcmitraan dan Rctribusi Kebersihan

Merupakan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menciptakan dan memelihara

kebersihan lingkungan serta peningkatan PAD Kota melalui peningkatan pendapatan

retribusi kebersihan. Adapun hasil yang ingin diperoleh adalah meningkatnya pendapatan

retribusi kebersihan sesuai target yang ditentukan melalui pendaataan objek wajib retribusi

kebersihan secara akurat. Dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

Pontianak dengan melakukan pemungutan retribusi kebersihan sampah sebagai salah satu

bentuk partisipasi warga turut serta menjaga dan membangun kota agar tetap bersih dan

indah.

Rencana Aksi Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Melalui

Retribusi Persampahan:

1.Melakukan Verifikasi Data Retribusi pada Usaha Jasa dan Perdagangan.

2.Pengoptimalan Penyesuaian Reklarifikasi Tarif Retribusi terhadap wajib retribusi yang

belum sesuai dengan Klarifikasinya menurut Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

yang beriaku, khususnya pada Usaha Jasa dan Perdagangan (Retail, Hotel, Restoran).

3.Survey Peninjauan Kembali atas Pengenaan Retribusi yang belum sesuai dengan tarif

yang dikenakan.



VI-1

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan

sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang

sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai

sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan

permasalahan - permasalahan yang dihadapi.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran

keberhasilan pencapaian visi dan misi pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukan

dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian

yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir

periode Rencana Strategis dapat dicapai.

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA

PENDANAAN
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2024 - 2026

adalah scbagai bcrikut:

Tujuan: Terwujudnya Kota Yang Bersih, Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan

dan Sesuai dengan Tata Ruang

Sasaran 1     : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
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Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak ini merapakan

dokumea perencanaan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup jangka

menengah yang bersifat indikatif yang memuat kerangka makro dan program-program

pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup. Dokumen perencanaan ini berlaku

untuk masa lima tahun, yang disusun untuk menjamin penggunaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup secara efesien dan efektif.

Selanjutnya dokumen ini digunakan sebagai acuan/pedoman bagi unit kerja di

lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsi unit kerja masing-masing. Selain itu untuk mengoptimalkan peran serta dan

kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup akan dilakukan pembinaan dan

sosialisasi program/kebijakan lingkungan hidup yang tertuang dalam Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) yang memuat program skala prioritas pengelolaan lingkungan hidup untuk

dituangkan dalam APBD Kota Pontianak.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak telah berupaya menyusun Rencana Strategis

ini dengan mengikuti aturan yang berlaku. Sebaik apapun suatu rencana yang disusun tidak

akan ada artinya apabila tidak dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh komponen

masyarakat, dunia usaha dan aparatur di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota

Pontianak. Oleh karena itu diperlukan komitmen bersama dalam pelaksanaannya agar dapat

meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

BAB VIII
PEN1JTUP
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